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- PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN
SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN

PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 68/PMK.03/2017,
tanggal 12 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan hengenai tata cara penguran-
gan atau penghapusan sanksi administrasi atas
keterlambatan penyampaian surat pemberita-
huan, pembetulan surat pemberitahuan, dan ket-
erlambatan pembayaran atau penyetoran pajak
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan

atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Ket-
erlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlam-
batan Pembayaran atau Penyetoran Pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Ta-
hun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemer-
intah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Un-
dang-Undang, Direktur Jenderal Pajak diberikan
kewenangan untuk mengurangkan atau mengha-
puskan Sanksi Administrasi berupa bunga, den-
da, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bi-
dang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dike-

nakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

bahwa untuk menyederhanakan proses admin-
istrasi pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, perlu melakukan penyempurnaan
ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi atas keterlam-
batan penyampaian surat pemberitahuan, pemb-
etulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan
pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau |
Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlam-
batan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pemb-
etulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan
Pembayaran atau Penyetoran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36
ayat {2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa- |
jakan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Ta-
hun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemer-
intah Pengganti Undang-Undang Nomor & Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Un-
dang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Men-
teri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
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Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian
Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberi-
tahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Pe-

nyetoran Pajak;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Ad-
ministrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat
Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan,
dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pa-
jak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomer 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-

RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG . PENGURAN-
GAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERI-
TAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ATAU PENYETORAN PAJAK.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengu-
rangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas
Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan
Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671}, diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 2
Direktur Jenderal Pgjak karena jabatan atau
atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurang-
kan atau menghapuskan Sanksi Administrasi
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dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena |
kesalahannya.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 3
Sanksi Administrasi yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kes-

alahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

terbatas atas:

a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pa-
jak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan
sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa
Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, yang
.disampaikan pada tahun 2015;

b. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak |

dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan

Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014

dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk

Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya,

yang mengakibatkan utang bajak menjadi leb-

ih besar, sepanjang:

1) pembetulan SP,T Tahunan dan/atau SPT
Masa dimaksud disampaikan pada tahun
2015; dan

2) pembayaran atau penyetorén atas kekuran-
gan pembayaran‘pajak dalam pembetulan
SPT Tahunan dan/atau SPT Masa dimak-
sud dilakukan pada tahun 2015 dan sebel-
umnya;

c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran
atas kekurangan pembayaran Pajak yang ter-
utang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Peng-
hasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelum-
nya, sepanjang:

1) SPT Tahunan dimaksud disampaikan pada
tahun 2015; dan

2) pembayaran atau penyetoran atas kekuran-
gan pembayaran pajak tersebut dilakukan
pada tahun 2015 dan sebelumnya; dan/
atau

d. keteriambatan pembayaran atau penyetoran
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pajak yang terutang untuk suatu saat atau

Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam

SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014

dan sebelumnya, sepanjang:

1) SPT Masa dimaksud disampaikan pada ta-
hun 2015; dan

2) pembayaran atau penyetoran atas kekuran-
gan pembayaran pajak tersebut dilakukan
pada tahun 2015 dan sebelumnya.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua}
pasal, vakni Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal BA
(1) Dalam hal Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 telah diterbitkan Su-
rat Tagihan Pajak, pengurangan atau pengha-
pusan Sanksi Administrasi dilakukan secara
jabatan terhadap:

a. Surat Tagihan Pajak yang telah diajukan
permohonan pengurangan atau penghapu-
san Sanksi Administrasi oleh Waijib Pajak
dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pen-
gurangan Sanksi Administrasi atau Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Adminis-
trasi, namun masih terdapat Sanksi Admin-
istrasi yang belum dikurangkan atau diha-
puskan;

b. Surat Tagihan Pajak yang telah diajukan
permohonan pengurangan atau pengha-
pusan Sanksi Administrasi oleh Waiib Pa-
jak, namun permohonan Wajib Pajak telah
dikembalikan; atau ‘

c. Surat Tagihan Pajak yang belum diajukan
permohonan pengurangan atau penghapu-
san Sanksi-Administrasi oleh Wajib Pajak.

{2) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Ad-
ministrasi secara jabatan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan sepanjang:

a. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan

_ Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau

b. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan
Pajak telah dibayar sebagian oleh Waijib Pa-

jak.

(3) Dalam hal Sarksi Administrasi dalam Surat
Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan
kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan
melalui potongan surat perintah membayar
dan/atau transfer pembayaran, Sanksi Admin-
istrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap
belum dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Direktur Jenderal Pajak memberikan pengu-
rangan atau penghapusan Sanksi Administrasi
secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menerbitkan:

a. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Ad-
ministrasi; atau

b. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Ad-
ministrasi.

(B} Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Admin-
istrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a atau Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dibuat dengan meng-
gunakan format sesuai dengan contoh tercan-
tum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5B
Penandatanganan Surat Keputusan Penguran-
gan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal b ayat (2) dan Pasal 6A
ayat (4} dapat dilakukan secara biasa atau tanda
tangan elektronik, yang semuanya mempunyai

kekuatan hukum yang sama.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 ber-
bunyi sebagai berikut;
Pasal 6

Terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbit-
kan kepada Wajib Pajak dan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tindakan
penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak terse-
but ditangguhkan sampai dengan terbit Surat
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Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi

atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Ad-

ministrasi.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 {(dua)
pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7A
(1) Dalam hal Sanksi Administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 belum diterbitkan :

Surat Tagihan Pajak, Direktur Jenderal Pajak
secara jabatan menghapuskan Sanksi Admin-

Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Ket-
erlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlam-
batan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor
671) sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

istrasi dimaksud dengan tidak menerbitkan | gal diundangkan.

Surat Tagihan Pajak. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
(2} Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administra- | tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
si secara jabatan sebagaimana dimaksud pada = penempatannya dalam Berita Negara Re_publik Indo-
ayat (1) dilakukan oleh Direktur Keberatan = nesia.
dan Banding atas nama Direktur Jenderal Pa- |
jak, yang dituangkan dalam berita acara peng- Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2017
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
pembuatan berita acara penghapusan Sank- o el

SRI MULYAN! INDRAWATI

hapusan Sanksi Administrasi.
" (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

si Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jen-
deral Pajak. Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN _
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBL!K INDONESIA,
lum diajukan permohonan pengurangan atau i ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 7B
Terhadap Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yang:
a. telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan be-

penghapusan Sanksi Administrasi, atau
b. telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan
telah diajukan permohonan pengurangan atau BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
penghapusan Sanksi Administrasi, namun be- TAHUN 2017 NOMOR 694
lum diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan J
Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan
Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

Penghapusan Sanksi Administrasi,

tata cara pengurangan atau penghapusan Sanksi
Administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Menteri ini. {BN)

6. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
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